
l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pcraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor l 04, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Nomor 2043); 

.3. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tcntang 
Perberidaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004, Nornor 5, Tarnbahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indoncsin Nom01 4355): 

a. bahwa dalam rangka mernberikan kcpastian dalarn 
pembiayaan pcrsiapan Pcndaftaran Tanah S1stemat1s 
Lcngkap di Kabupaten Kudus yang tidak dianggarkan 
dalam Angga.ran Pcndapatan dan Bclanja Negara dan/atau 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dalarn 
rangka melaksanakan Instruksi Prcsiden Nomor 2 Tahun 
2018 ten tang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, dan 
Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalarn 
Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V /2017, Nomor 590- 
3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang 
Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, perlu 
rnengatur Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap di Kabupaten Kudus; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati; 

BUPATI KUDUS, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN 11 'J'.c\TI KUDUS 
NOMOR: TAHUN 2020 

TENTANG 

PE~!BIAYAAN PERSIAPAN PENDAFT.t\RAN TANAH 
SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN KUDUS 

BUPATI KUDUS 
PROVINS\ JAW/\ TENGAH 

Mengingat 

Mcmmbang 
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l l. Inslruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 ten tang 
Percepatan Pendaftaran Tanah Sisternatis Lengkap di 
Seluruh Wilayah Republik Indonesia; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 
3, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 
99); 

9. Peraturan Men teri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Pendaftaran Tanah Sisternatis Lengkap (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501); 

8. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

7. Peraturan Pemerintah Norn or 24 Tahun 1997 ten tang 
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3696); 

ten tang 
Republik 

Lembaran 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 
Administrasi Pcrnerintahan (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

5. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kaJi tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tcntang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tarnbahan Lembaran Negara Repubiik [ndonesia Nomor 
5679); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 
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5. Kecamatan adalah bagian wilayah dan Daerah yang 
dipimpin oleh Carnal. 

6. Kelurahan adalah bagian wilayah dan Kecarnatan scbagai 
perangkat Kecarnatan. 

7 Desa adalah adalah kesaiuan rnasyarakat hukurn yang 
rnerniliki baras wilavah yang bcrw enang untuk mengatur 
dan mengurus urusan pemerintahan, kepenringan 
rnasyarakat scternpat bcrdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal usul, dan/aiau hak rrudisional Yang diakui dan 
dihoi rnati dalaru sisicm pemertntahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 

3 
Bupati adalah Bupati Kudus. 
Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang 
dilakukan olch Pemenntah secara rcrus menerus. 
berkesinambungan dan teratur, mehputi pcngumpulan. 
pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta 
pemeliharaan data fisik dan data yundis, dalam bemuk 
peta dan daftar, mengcnai bidang-bidang tanah dan 
satuan rumah susun, termasuk pembenan randa bukti 
haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, 
dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak 
tertentu yang membebaninya. 

4. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya 
disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk 
pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi sernua 
objek Pendaftaran Tanah dalam satu wilayah 
desa/kelurahan, yang meliputi pengumpulan data fisik 
dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek 
untuk keperluan pendaftarannya. 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dcrigan 
1. Dacrah adaiah Kabupatcn Kudus, 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UJ\!U1'vl 

l\Jri\lUT U!->1'1\N : 

PER.'\TURAN BUPATl TENTANU rr~MUJ;\Y \.r\N PERSIAPAN 
Pr::Nl) \FT \R\i\ T.\NJ\H SISTE.iv!ATIS JENGKr\P DI 
K<\BUP'\TEN KUDUS. 

l'.2.I<l:prnus8n 13c-rc;rima Mcntcri .vgraria dan I'ata r-<uanb/ 
Kepal.i Badan Pcrtanahan Nasional, Menter: Dalom Negrri. 
dan Menter] Dcsa. Pcrnbungunan Daerah Terttnt!gal dan 
Transrnnnasi Nornor 25/SKB/V/~017, Nornor 'S~JU-31671~ 
18h1 IP ~I, l I dan Norn or 3'-f Tahun 201 7 ten tang 
Pembiavaan Pcrsiapan Pcndaftaran Tanah !->istcmcnis: 

-3- 



{ 1) Biaya yang dilx bankan kcpnd.. rnasy .11..1k.1t pescrta PTSL 
sebagann.ma dimaksurt dalam Pasa) 4. scbcsar 
Rp I SO.OOU,00 (stratus limn puluh ribu rupiah) per bulang 
tanah. 

Pasal 5 

Biaya persiapan PTSL yang dibebankan kepada masyarakat 
peserta PTSL sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 digunakan 
unruk: 
a. kegiatan penyiapan dokumen; 
b. kegiatan pengadaan patok dan materai , dan 
c kegiatan operasional petugas kclurahan I desa 

Pasal 4 

Biaya persiapan PTSL bagi masyarakat yang tidak dianggarkan 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dibebankan 
kepada masyarakat peserta PTSL. 

Pasal 3 

BIAYA PERSIAPAN PENDAFTARAN 
TANAH SISTEMATIS LENGKAP 

BAB III 

(l) Pcraturan Bupati ini dirnaksudkan scbgai pedoman 
pclaksanaan kegiatan persiap.in PTSL \ ang dilahanakan 
olch Pcrncrintah Dcsa dan Kclurahan di Kabupatcn Kudus. 

(2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah membcrikan 
kcpastian biaya dalam pclaksanaan kegiatan persiapan 
PTSL di Kabupaten Kudus. 

Pasal 2 

l\!Af,:--,UD D/\N TUJIJA ·i 

BAB II 

3 Pl rnc-rmruh Dcsa adalil: Kep.ila Dcsa dibaniu lcrangkut 
Dcsa selJ8!4c11 unsur penvclmggnrn Pcmcrmtahan 01..:~ .. 1 d: 
Dac-rnh. 

9 Panina/ lxc lompok Masvaraknt ada.ah kurnpulan rnasy.irakat 
pernohon PTSL di ungkat Desa/Kch,r .. han yang dibemuk 
uniuk mrmbarnu pclal.s.maan PT::-.L 

. ·I· 



(l) Pengelolaan biaya persiapan PTSL sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan oleh 
Panitray Kelornpok Masyarakar 

Pasal 7 

Selain ketentuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 
biaya persiapan PTSL dapat ditambah sesuai hasil 
kesepakatan musyawarah Panitia/Kelompok Masyarakat 
dengan ketentuan biaya paling banyak sebesar Rp200.000,00 
(dua ratus ribu rupiah) per bidang tanah, untuk kegiatan : 

a. biaya Rapat Panitia/Kelompok Masyarakat; 
b. biaya makan minum petugas pendamping dan Pelaksana: 
c. alat tulis kantor; 
d. pengadaan patok dan meterai sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (3); dan/atau 
e. bantuan petugas pelaksana. 

Pasal 6 

(3) Dalam ha! kebutuhan patok dan meterai melebihi 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
pengadaannya dilaksanakan oleh masing-masing peserta 
PTSL. 

{~) Ketcntuan pengs'llnc1d'.1 biaya scbagaimana dimaksud pada, 
ayal (::. l adalah sebagw berikut . 

a. uniuk kegiatan pcngadaan dokumcn yang bcrupa Sui at 
Pcrnyaraan yang dibuat oleh pemilik atau yang 
rnenguasai bidang tanah yang dimohonkan sekurang­ 
kurangnya bcrisi kctcrangan tentang tidak adanya 
sengketa. riwayat pernilikanj'penguusaan tanah, ta.nah 
yang dikuasai/ dirniliki bukan rncrupakan tanah asct 
pcmcrintah/daerah/dcsa dan penguasaan tanah 
sporadis. 

b. uniuk kegiatan pengadaan Patok Batas sebagai tanda 
batas-batas bidang tanah scbanyak 3 (tiga) buah dan 
pcngadaan rnctcrai sebanyak 1 (satu) buah sebagai 
pengcsahan Surat Pernyataan. 

c. untuk kegiatan operasional Pctugas Kelurahan/ Desa 
berupa pernbiayaan kcgiatan yang mcliputi : 
1. biaya penggandaan dokumen pendukung; 
2 biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan 
3. transportasi Petugas Kelurahan/Desa dari Kantor 

Keluraharr/Desa ke Kantor Pertanahan dalam rangka 
perbaikan dokumen yang diperlukan. 
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Permohonan PTSL yang telah didaftarkan sebelum berlakunya 
Peraturan Bupati ini, tetap dilaksanakan scsuai ketentuan 
yang berlaku. 

Pasal 10 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB V 

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh perangkat 
daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang 
pertanahan, Camat dan instansi tcrkait. 

Pasal 9 

PEMBINMN DAN PENGAWASAN 

BAB IV 

( l) Dalam hal pelaksanaan persiapan PTSL terdapat kendala, 
maka diselesaikan melalui musyawarah Panitia/ Kelompok 
Masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah 
Desa/Kelurahan. 

(2) Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh 
peserta PTSL. 

Pasal 8 

pcngelolaan biaya sebagaimana 
( 1) dilaksanakan secara tertib dan 

musyawarah Panitia/Kelompok 

(5) Pcrtanggungjawaban 
dimaksud pada ayat 
akuntabel dalam 
Masyarakat. 

(2) Panitia/Kclornpok Masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibentuk mclalui musyawarah pcserta P1'SL 
yang dituangkan dalam Berita Acara dan disahkan olch 
Kepala Desa/Lurah. 

(3) Panitia/Kclompok Masyarakai dapat mcnunjuk Pelaksana 
untuk mcngurus persiapan PTSL dcngan Surat 
Penugasan. 

(4) Pelaksana sebagai dimaksud ayat (3) dapat terdiri dari 
unsur: 
a. Pemcrintah Dcsa/Kelurahan; 
b. Lernbaga Kernasyarakatan Desa/Kclurahan; 
c. Masyarakat peserta PTSL; 
d. Tokoh masyarakat; 
c. Bintara Pembina Dcsa; dan/atau 
f. Bintara Pembinaan Kearnanan dan Kctertiban 

Masyarakat. 
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BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 1. 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, 

~\lkl .(,1W 
SAM'ANI INTA~ 

Diundangkan di Kudus 
pada tanggal 17 J. nu. r L 

HARTOPO 

Plt. BUPATI KUDUS 

WAKIL BUPATI, 

Ditetapkan di Kudus 
pada tanggal 1•.) J ni c : 

Pcraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan 
pcngundangan Peraluran Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Bcrita Dacrah Kabupaten Kudus. 

Pasal 11 
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